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Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

ABSTRAK:

CATATAN:

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (4) menyatakan perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tanggung
jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan
merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat.
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di daerah karena hal tersebut merupakan
urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program
Kemitraan dan Bina

Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU
No.23 Tahun 2014

Dalam peraturan ini diatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, termasuk juga diatur
tentang Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. kriteria perusahaan; b.
mekanisme penyelenggaraan TJSL dan PKBL; c. penghargaan; d. sistem informasi; e.

pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan f. pembiayaan.

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
Peraturan yang Dicabut: Perda Kab. Kukar No.10 Tahun 2013

Peraturan yang Akan Diatur: Untuk membantu penyelenggaraan pelaksanaan TJSL



Tutup

dan PKBL sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) dibentuk sekretariat yang
diatur didalam Peraturan Bupati; ketentuan lebih lanjut tentang Forum TJSL dan PKBL
diatur melalui Peraturan Bupati; Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan
pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), diatur
dengan Peraturan Bupati; Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), diatur
dengan Peraturan Bupati.
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